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RATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian
Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian
Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesua Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4652);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005
tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan
Penetapan, Penghapusan Piutang Perusahaan
Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;

12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.06/2011;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/Menkes/SK/X/2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil.
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2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah
warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan Bendahara dan
bukan Pegawai Negeri.

5. Kantor Pusat adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat
Jenderal,Direktorat Jenderal dan Badan.

6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah
lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kantor/UPT/Satuan Kerja adalah kantor pelaksana kegiatan
Direktorat Jenderal/Badan yang berada di pusat dan daerah.

8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk
dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang negara/daerah.

9. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam
kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk
seluruhnya atau sebagian.

10. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak
lain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan.

11. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

12. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara
atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung
dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau
sebab apapun.
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13. Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat
sejakpiutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung
hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan
atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.

14. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut
PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas
mengurus Piutang Negara.

15. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya
disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

16. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

17. Pembebanan kerugian negara adalah tindakan administrasi dari yang
berwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan guna
menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

19. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah
suatu proses perhitungan dan atau pertanggungjawaban terhadap
Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan
perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.

20. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku
kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang
antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang
sesungguhnya terdapat di dalam gudang, dan berada dalam
pengurusan Bendahara.

21. Perhitungan ex-Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang
dibuat atau dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh petugas
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri melalui Pengguna Anggaran
(Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat.

22. Peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas adalah rangkaian
kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan
saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan dari administrasi Bendahara bersangkutan.

23. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu
proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara


